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Menurut Raymond Williams amat sulit menemukan definisi multikulturalisme. Selain
menunjuk kepada kemajemukan budaya, multikulturalisme juga mengacu kepada sikap khas
terhadap kemajemukan budaya tersebut. Dari berbagai pemahaman mengenai multikulturalisme,
hal penting yang seharusnya disadari adalah kenyataan bahwa kita terdiri atas beragam suku
bangsa, etnis dan kelompok kemasyarakatan yang beragam. Keberagaman itu selayaknya
menjadi pemersatu, dan bukan pemicu perpecahan. Begitu kayanya bangsa kita dengan suku,
adat-istiadat, budaya, bahasa, dan khasanah yang lain ini, apakah benar-benar menjadi sebuah
kekuatan bangsa ataukah justru berbalik menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa.
Seperti apa yang telah diramalkan Huntington, keanekaragaman di Indonesia ini harus kita
waspadai. Karena telah banyak kejadian-kejadian yang menyulut kepada perpecahan, yang
disebabkan adanya paham sempit tentang keunggulan sebuah suku tertentu,seperti konflik
Ambon, Poso, Sampit. Konflik sosial dalam masyarakat adalah proses interaksi alamiah, karena
masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Persoalannya menjadi lain jika konflik sosial yang
berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi
destruktif bahkan anarkis.

Perkembangan terakhir menunjukkan pada kita, sejumlah konflik sosial dalam
masyarakat telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkhis. Kasus Ambon, Poso,
Maluku, GAM di Aceh, dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan
berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini tidak dianggap remeh dan harus segera
diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional. Banyak
hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik sosial tersebut. Apakah
fenomena konflik sosial ini merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu
dan kepentingan sesaat, ataukah justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten.
Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem mendasar yang belum
terselesaikan. Menyangkut penghayatan kita terhadap agama sebagai kumpulan doktrin di satu
pihak dan sikap keagamaan yang mewujud dalam prilaku kebudayaan di pihak lain.

Salah satu factor penting dalam menciptakan suasana yang mencerminkan
multikulturalisme adalah kesadaran akan komunikasi lintas budaya dalam tataran konseptual dan
praksis. Komunikasi lintas budaya merupakan bidang kajian komunikasi yang menekankan pada
perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda
kebudayaan.

Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin terasakan karena
semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda,
disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa,
agama, latar belakang daerah (desa/kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.
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LATAR BELAKANG
Definisi Multikulturalisme

Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain,
sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat
“multikultural”. Realitas Indonesia seperti itu, cocok dengan definisi Parekh bahwa, “just as
society with several religions or languages is multi religious or multi lingual, a society
containing several cultures is multicultural” Oleh karena itu, sekali lagi, sebagaimana
dirumuskan Parekh, bahwa “a multicultural society, then, is one that includes several cultural
communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, systems
of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practices”.

Pengertian multikulturalisme yang diberikan para ahli sangat beragam. Sebagaimana
diisyaratkan terdahulu dan pada bagian selanjutnya, multikulturalisme pada dasarnya adalah
pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan
yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural
yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai
pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam politics of recognition.

Menurut Bikhu Parekh (2001) dalam Rethinking Multiculturalism, Harvard University
Press istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni terkait dengan kebudayaan.
Konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas
itu. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai
cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari
anekaragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi asasnya—dan gerakan manusia dari satu
tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus
diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan
kebudayaan warga negara.

Petter Wilson mengartikan multikulturalisme setelah melihat peristiwa di Amerika. Di
Amerika, multikultural muncul karena kegagalan pemimpin di dalam mempersatukan orang
Negro dengan orang Kulit Putih”. Dari sini dapat diambil sebuah sintesa bahwa konsep
multikultural PetterWilson semata-mata merupakan kegagalan dalam mempersatukan kelompok
etnis tertentu. Kemudian problem penghambatan proses integrasi budaya ini berujung kepada
gagalnya atau salahnya perspektif tentang sebuah kesatuan budaya (Unikultural). Yang
seharusnya tidak berarti kemajemukan harus dipaksakan unutk menjadi satu, akan tetapi
perbedaan itu haruslah menjadi kekuatan yang kompleks untuk bersatu dan berjalan bersama,
tanpa adanya konflik. Adanya sebuah konsesus Neo Liberal yaitu datang berdasarkan pada
kepentingan ekonomi liberalisme. Juga menjadi faktor penghambat sebuah integrasi bangsa.

Menurut Kenan Malik (1998), multikulturalisme merupakan produk dari kegagalan
politik di negara Barat pada tahun 1960-an. Kemudian gagalnya perang Dingin tahun 1989,
gagalnya dunia Marxisme kemudian gagalnya gerakan LSM di Asia Tenggara yang menemukan
konsep multikultural yang sebenarnnya.

Gagasan Multikulturalisme Di Indonesia

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas mengenai “multikulturalisme” apakah menjadi
faktor perpecahan ataukah justru menjadi pemersatu suatu bangsa. Maka hal yang harus kita



waspadai adalah munculnya perpecahan etnis, budaya dan suku di dalam tubuh bangsa kita
sendiri. Bangsa Indonesia yang kita ketahui bersama memiliki bermacam-macam kebudayaan
yang dibawa oleh banyak suku, adat-istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari Sabang
sampai Merauke kita telah banyak mengenal suku-suku yang majemuk, seperti; Suku Jawa, Suku
Madura, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Asmat dan lainny yang kesemuanya itu mempunyai
keunggulan dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Begitu kayanya bangsa kita dengan suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan khasanah
yang lain ini, apakah benar-benar menjadi sebuah kekuatan bangsa ataukah justru berbalik
menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa. Seperti apa yang telah diramalkan
Huntington, keanekaragaman di Indonesia ini harus kita waspadai. Karena telah banyak
kejadian-kejadian yang menyulut kepada perpecahan, yang disebabkan adanya paham sempit
tentang keunggulan sebuah suku tertentu.

Paham Sukuisme sempit inilah yang akan membawa kepada perpecahan. Seperti konflik
di Timur-Timur, di Aceh, di Ambon, dan yang lainya. Entah konflik itu muncul semata-mata
karena perselisihan diantara masyarakat sendiri atau ada “sang dalang” dan provokator yang
sengaja menjadi penyulut konflik. Mereka yang tidak menginginkan sebuah Indonesia yang utuh
dan kokoh dengan keanekaragamannya. Untuk itu kita harus berusaha keras agar kebhinekaan
yang kita banggakan ini tak sampai meretas simpul-simpul persatuan yang telah diikat dengan
paham kebangsaan oleh Bung Karno dan para pejuang kita.

Hal ini disadari betul oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan
konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Sebuah konsep yang
mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara
eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa
kita. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh.
Selain itu, secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan
moral dan spiritual kepada bangsa indonesia, khusunya pada masa-masa pasca kemerdekaan
untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah. Walaupun berasal dari suku,
agama dan bahasa yang berbeda.

Kemudian munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran
akan perlunya mewujudkan perbedaan ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina
persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Yang kemudian dikenal sebagi
cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini juga tetap
dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antara lain
dalam sidang-sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme,
perbedaan (multikulturalisme). Baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan
“tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, pun dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah
multikulturalisme dalam arti luas.

Kemudian sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus
jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia. Yaitu Pancasila,
yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang
multikultural, multietnis, dan agama ini. Termasuk dalam hal ini Pancasila haruslah terbuka.
Harus memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik.
Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik,
etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara
pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar
terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.



Realitas Multikulturalisme Di Indonesia

Menurut pandangan Gus Dur dalam multikulturalisme, keragaman bukan saja diakui
akan tetapi harus diberikan kebebasan karena dengan keragaman maka akan saling melengkapi
satu dengan yang lain. Sekarang, keragaman identitas menjadi persoalan yang serius dalam
perjalanan bangsa Indonesia. negara hendaklah memberikan pelayanan yang sama terhadap
semua warga negaranya tanpa kecuali. Demikian juga tradisi budaya yang ada dalam setiap
kelompok sosial hendaklah dipahami sebagai nilai-nilai kehidupan dunia (world life). Negara
memiliki jarak yang sama terhadap setiap warganya.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia
terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan
persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Alhasil sampai saat ini, wawasan
multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.

Di Indonesia, problem homogenisasi dan penyetaraan ini sangat serius, sebab sejak Orde
Baru lahir kita menjumpai bahwa proses interaksi dan kontestasi antar kekuatan telah
dimusnahkan dan kemudian diganti dengan gerakan kebudayaan yang tunggal alias satu arah.
Sebuah strategi kebudayaan yang pada intinya adalah membawa setiap gerak perubahan
kebudayaan indonesia ke dalam akselerasi pmbangunan. Pembangunan, tentu saja, memakai
paradigma modernisasi yang pada gilirannya membawa implikasi buruk pada kenytaan
multikultural indonesia. Selain lenyapnya kekuatan-kakuatan populis, pasca perisatiwa 65 juga
ditandai dengan punahnya kebebasan mengekspresikan identitas kultural. Atau paling tidak
terjadi marjinalisasi luar biasa terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara paradigma pembangunan nasional dan multikulturalisme
titik bahayanya adalah ketika paradigma pembangunan membawa proses bukan hanya regulasi
penyeragaman sosial politik, namun juga pada penyeragaman kultural- keagamaan. Ada
kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja ingin agar masyarakat indonesia yang begitu beragam
hanya punya lima agama. Negara dengan sengaja melakukan proses pemberadaban dengan
mengagamakan masyarakat yang mesti memilih lima agama yang disediakan” negara.
Masyarakat sudah dikotak-kotakkana menjadi lima agama tersebut. Dan proses-proses seperti itu
menimbulkan hegemoni yang luar biasa.

Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiyah. Karena
masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Hanya saja, persoalannya menjadi lain jika konflik
sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi
berubah menjadi destruktif bahkan anarkis.

Perkembangan terakhir menunjukkan pada kita, sejumlah konflik sosial dalam
masyarakat telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkhis. Kasus Ambon, Poso,
Maluku, GAM di Aceh, dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan
berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini tidak dianggap remeh dan harus segera
diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional. Banyak
hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik sosial tersebut. Apakah
fenomena konflik sosial ini merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu
dan kepentingan sesaat, ataukah justru merpakn budaya dalam masyarakat yang bersifat laten.



Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem yang
mendasar yang belum terselesaikan. Menyangkut penghayatan kita terhadap agama sebagai
kumpulan doktrin di satu pihak dan sikap keagamaan yang mewujud dalam prilaku kebudayaan
di pihak lain.

Kemajemukan masyarakat lokal seperti itu bukan saja bersifat horisontal (perbedaan
etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, yaitu
terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang
diraihnya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok
masyarakat tertentu, khususnya dari etnik tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik
peringkatnya menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat
setempat yang mandeg perkembangannya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan
agama tertentu, yang semula berada di luar mainstream, yaitu berada di pinggiran, mulai
menembus masuk ke tengah mainstream. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik,
apalagi bila ditunggangi kepentingan politik dan ekonomi tertentu seperti terjadi di Ambon,
Poso, Aceh dan lainnya

PEMBAHASAN

Didalam dunia ilmu-ilmu sosial telah muncul semacam kesadaran, bahwa penelitian
sosial tidak pernah boleh berhenti pada pengumpulan data-data semata. Penelitian sosial haruslah
menekankan dan mengajarkan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan bersama. Hal yang sama
kiranya juga berlaku di dalam penelitian-penelitan mengenai multikulturalisme. Problematika
yang muncul akibat fakta adanya kehidupan bersama antara orang-orang yang berasal dari kultur
maupun agama yang berbeda jelas sangat relevan untuk Indonesia. Dalam hal ini tentunya kita
bisa banyak belajar dari pada peneliti dan ilmuwan yang sudah banyak melakukan analisis di
bidang ini. Pelajaran yang ditarik bisa di level deskripsi data, tetapi juga lebih dari itu, yakni
suatu konsep tentang masyarakat multikultural, seperti Indonesia, yang ideal.

Model/ Bentuk Ideal Masyarakat Multikultur

Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek
multikulturalisme, maka Parekh membedakan lima macam multikulturalisme. Tentu saja
pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak ‘“kedap air” (watertight), sebaliknya bisa
tumpang tindih dalam segi-segi tertentu. Pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu
kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan
terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah
seperti masyarakat yang ada pada sistem millet di Turki Usmani atau masyarakat Amish di AS.
Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan
budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur
dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan
kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan
undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan
kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan



mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme
akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Ketiga, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok
kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan
menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.
Concern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara
hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang
kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua
kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme didukung misalnya oleh
kelompok Quebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang
menuntut untuk bisa menerapkan syari’ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan
sebagainya.

Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural yang tidak
terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur
kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok
budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa
untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok
minoritas. Oleh karena itu, kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan,
baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi
penciptaan secara bersama-sama menjadi sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara asli.
Jenis multikulturalisme, sebagai contoh, diperjuangkan kaum negro di Amerika Serikat, Inggris,
dan lain-lain.

Kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yang berusaha menghapuskan batas-batas
kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat dan terlibat
pada budaya tertentu bahkan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen
interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung
multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-
kelompok liberal yang memiliki kecenderungan pascamodern memandang seluruh budaya
sebagai sumber yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas

Multikulturalisme Dan Kajian Komunikasi Lintas Budaya
Komunikasi Lintas Budaya

Pada awalnya studi lintas budaya berasal dari perspektif antropologi sosial budaya yang
bersifat depth description yaitu penggambaran mendalam tentang perilaku komunikasi
berdasarkan kebudayaan tertentu. Sehingga di awalnya komunikasi lintas budaya diartikan
sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok suku bangsa dan
ras yang berbeda negara. Alasannya, karena pasti beda negara pasti beda kebudayaan.
Sebaliknya, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh
pribadi-pribadi dalam suatu bangsa yang sama.

Komunikasi lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian Ilmu komunikasi yang
lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta
komunikasi yang berbeda kebudayaan. Pada awalnya, studi lintas budaya berasal dari perspektif
antropologi sosial dan budaya sehingga kajiannya lebih bersifat depth description, yakni
penggambaran yang mendalam tentang perilaku komunikasi berdasarkan budaya tertentu.



Definisi Komunikasi Lintas budaya

1. Sebutan komunikasi lintas budaya (cross culture) sering digunakan untuk menyebut makna
komunikasi antar budaya (interculture), tanpa dibatasi konteks geogafis, ras dan etnik.
Karenanya, komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang
memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Komunikasi Lintas budaya umumnya lebih
terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk kultur baru sebagaimana yang
terjadi dalam Komunikasi Antar Budaya (Purwasito, 2003)

2. Menurut Fiber Luce (1991) hakikat studi lintas budaya adalah studi komparatif yang bertujuan
membandingkan :

(1) variable budaya tertentu,

(2)konsekuensi atau akibat dari pengaruh kebudayaan, dari dua konteks kebudayaan atau
lebih. Harapannya dengan studi ini, setiap orang akan memahami kebudayaannya sendiri dan
mengakui bahwa ada isu kebudayaan yang dominan yang dimiliki orang lain dalam relasi
antarbudaya. Artinya Komunikasi Antar Budaya dapat dilakukan kalau kita mengetahui
kebudayaan kita dan kebudayaan orang lain.

3. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi untuk membandingkan dua
kebudayaan atau lebih melalui sebuah survey lintas budaya.

(http://www.dictionary.com/www.dictionary.comhttp://www.dictionary.com/)

4. Komunikasi lintas budaya menurut Williams (1966) dalam Samovar dan Porter (1976)
berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan menunjukkan persamaan
dan perbedaan :

(1) persepsi dari pengalaman, peran lingkungan sosial dan fisik,
(2) kognisi terdiri unsure-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa dan cara berpikir
(3)sosialisasi dan

(4) kepribadian seperti tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, tipologi
karakter atau watak bangsa.

Analisis lintas budaya (sering disebut analisis komparatif) sebagai metode umum yang
sering digunakan untuk melakukan komparasi dan menguji perbedaan antar Budaya (Alo
Liliweri, 2005). Metode ini bersifat krusial untuk membedakan aspek-aspek universal dari
kebudayaan manusia dan organisasi sosial dari sebagian kelompok sosial atau individu dari
masyarakat tertentu.

Alasan dan Tujuan Mempelajari Komunikasi Lintas Budaya

Alasan dan tujuan mempelajari Komunikasi Lintas Budaya menurut Litvin (1977) adalah
sebagai berikut:



1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya
sangat diperlukan.

2. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya
tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.

3. Nilai-nilai setiap masyarakat se”’baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.
4. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.

5. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola pola
budaya mendasar yang berlaku.

6. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk
mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.

7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain
kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan
masalah manusia.

8. Pemahaman atas orang lain secara Lintas Budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha
yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Semakin mengancam pandangan dunia
orang itu bagi pandangan dunia kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia,
tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya.

9. Pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan menumbuhkan
kepribadian.

10. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan
seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan
multikultural.

11. Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam
komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan
atau memudahkan.

Situasi-situasi Komunikasi Antar Budaya tidaklah statik dan bukan pula stereotip. Karena

itu, seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam konteks ini
kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam
menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dan saling memuaskan.

Tujuan mempelajari Komunikasi Lintas Budaya

Litvin (1977) menjelaskan bahwa tujuan mempelajari Komunikasi Lintas Budaya bersifat afektif
dan kognitif, yaitu untuk:

1. Menyadari bias budaya sendiri

2. Lebih peka secara Budaya



3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya
lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut.
4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri

5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang

6. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima
gaya dan isi knya sendiri.

7. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta
wacana dan makna bagi para anggotanya

8. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan
ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan dan
keterbatasan-keterbatasannya.

9. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi bidang
Komunikasi Lintas Budaya

10. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara
sistematis, dibandingkan, dan dipahami.

PENUTUP
Kesimpulan

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat
diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan
terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan
masyarakat.

Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin terasakan karena
semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda,
disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa,
agama, latar belakang daerah (desa/kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Memahami komunikasi lintas budaya dalam tataran konsep dan praksis akan
memningkatkan pemahaman mengenai multikulturalisme yang sangat relevan bagi kondisi
bangsa ini yang majemuk dan beragam
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